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AbstrakHukum terhadap anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dapat diperoleh melaluipermohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI. Itsbat diajukan kePengadilan Agama, berdasarkan penetapan PA tersebut maka anak dari perkawinan poligami yangtidak dicatatkan tersebut mendapatkan kedudukan sebagai anak sah. Kedudukan hak waris anak dariperkawinan poligami yang tidak dicatatkan, adalah sama dengan kedudukan hak waris anak dariperkawinan yang sah dan tidak dapat digolongkan sebagai anak luar kawin sebab perkawinan yangdilakukan telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUP danPasal 100 KHI. Anak tersebut memiliki hak sebagai ahli waris meskipun perkawinan tersebut tidakdicatatkan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan MA Nomor 671 K/Ag/2015 dari segi formilsudah tepat, sebagaimana gugatan para penggugat dinilai cacat formil karena tidak adanya buku nikahatau data-data otentik yang dapat membuktikan kapan pernikahan pewaris dengan istri-istrinya (istripertama sampai istri ke tujuh). Para Penggugat merupakan  subjek hukum yang seharusnyamendapatkan haknya sebagai ahli waris, sepanjang dapat memberikan bukti-bukti formil yang lengkapselama masa persidangan.

Kata Kunci: Hak waris, Anak, Poligami.

Abstract
The legal protection for the children from unregistered polygamous marriages can be gained through an
application for itsbat marriage or marriage ratification to the Religious Court pursuant to Article 7
paragraph (2) of the Compilation of Islamic Laws. The application is submitted to the Religious Court. By
the decree stipulated by the court, the children from the unregistered polygamous marriages will gain
legal status as legitimate children. The inheritance right status of the children according to the
Compilation of Islamic Laws is granted only to children who have nasab relationship or blood relation with
the mother and mother’s family, pursuant to Article 100 of the Compilation of Islamic Laws. The Verdict of
the Supreme Court Number 46/PUU-VIII/2010 is resulted from a judicial review to Article 43 of Marriage
Act stating that the children from unregistered marriages also obtain the similar inheritance right status
as the children from a registered one. The legal consideration of the judge in the Verdict of the Supreme
Court Number 671 K/Ag/2015, according to the legal certainty stipulated in the laws, is already right,
since it is in line with the provisions in Article 2 paragraph (1) and (2), Article 42 and Article 43 of the
Marriage Act due to the absence of the marriage certificate that can prove when the marriages took place.
However, the verdict has not fulfilled the justice value of inheritance right of children from the
unregistered polygamous marriage.
Keywords: Inheritance Right, Child, Polygomous.
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PENDAHULUANKeluarga terbentuk melaluiperkawinan, ikatan antara kedua orangberlainan jenis dengan tujuan membentukkeluarg untuk memelihara dan melindungiserta meningkatkan kesejahteraan dankebahagiaan keluarga tersebut disusunlahundang-undang yang mengatur tentangperkawinan dan keluarga. (SajtiptoRaharjo, 1979)Hukum perkawinan diatur dalamUndang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1)Undang-Undang Perkawinan menegaskanbahwa perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masing-masingagama dan kepercayaannya itu. Kemudiandalam ayat (2), menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurutperaturan perundang-undangan yangberlaku.Bagi warga negara Indonesia yangberagama Islam selain Undang-Undang diIndonesia juga terdapat dalam KompilasiHukum Islam. Jadi, bagi warga negara yangberagama Islam, perkawinannya barudikatakan sah apabila dilakukan menuruthukum Islam. (Itsnaatul Lathifah, 2015).Perkawinan yang tidak dicatatkanadalah perkawinan yang dilakukanberdasarkan aturan agama atau adatistiadat. Perkawinan yang tidak dicatatkansangat merugikan bagi para istri dan anak,

baik secara hukum maupun sosial. Secarahukum, perempuan tidak dianggap sebagaiistri yang sah. Istri tidak berhak atasnafkah dan warisan dari suami jika suamimeninggal dunia. Selain itu sang istri tidakberhak atas harta gono-gini jika terjadiperceraian, karena secara hukumperkawinan tersebut dianggap tidakpernah terjadi. Secara sosial, perempuanyang perkawinannya tidak dicatatkansering dianggap istri tidak sah. Selain itustatus anak yang dilahirkan dianggapsebagai anak tidak sah. (Liky Faizal,https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf, diakses pada tanggal 04Agustus 2019 pada pukul 18.21 WIB ).Kompilasi Hukum Islam jugamengatur tentang diperbolehkannyapoligami. Dasar hukum yangmemperbolehkan poligami dalam Islamterdapat dalam Firman Allah SWT dalamAl-Qur’an surat An-Nisa Ayat 3:“Dan jika kamu takut tidak akanberbuat adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamana kamumenikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga,atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwatiada akan berlaku adil, maka kawinilahseorang saja, atau pakailah hamba sahaya.Yang demikianlah itu lebih dekat kepada
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tiada aniaya.” (Departemen Agama RI,1984).Undang-Undang Perkawinan diIndonesia sendiri sebenarnya menganutasas monogami yang terkandung dalamPasal 3 ayat (1) UUP, bahwa pada asasnyapria hanya boleh mempunyai seorang istri,dimana wanita hanya boleh mempunyaiseorang suami. Akan tetapi, undang-undang memberikan pengecualian,dimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:“Pengadilan dapat memberi izinkepada seorang suami untuk dapatmempunyai istri lebih dari satu denganpersetujuan dari pihak-pihak yangbersangkutan.”Adanya persetujuan dari istri atauistri-istri bagi suami yang bermaksud inginmenikah lagi dengan wanita lain(berpoligami) adalah salah satu syaratuntuk mengajukan permohonan izinberpoligami ke Pengadilan Agama. (ZainalAbidin Abubakar, 1993)Pengaturan harta bersama dalamperkawinan poligami ialah masing-masingistri memiliki harta bersama secaraterpisah dan berdiri sendiri-sendiri,dimana pemilikan harta bersamanyadihitung sejak berlangsungnya akad nikahyang kedua, ketiga atau yang keempat.Menurut hukum Islam Pasal 1 huruf (f)ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan harta kekayaan dalamperkawinan atau syirkah adalah hartayang diperoleh secara sendiri-sendirimaupun bersama-sama dalam ikatanperkawinan berlangsung tanpamempersoalkan terdaftar atas nama siapa.Sejak perkawinan terjadi, suatupercampuran antara kekayaan suami dankekayaan istri (algehele van goederen),jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa.Keadaan demikian berlangsung seterusnyadan tidak dapat diubah lagi selamaperkawinan. ((Zainal Abidin Abubakar,1993)Perkawinan poligami baik dilihat dariHukum Perdata, Hukum Adat atau dilihatdari Hukum Islam banyak mendapatkesulitan untuk menentukan hartabersama, karena dalam perkawinanpoligami yang sering terjadi di Indonesiadalam prakteknya sangat jarangdidaftarkan pada lembaga pencatatperkawinan. Berdasarkan penjelasandiatas terdapat banyak permasalahan yangmuncul akibat hukum tidak dicatatkannyaperkawinan, salah satunya adalah masalahmengenai warisan. Masalah harta warisanbiasanya menjadi sumber perselisihandalam keluarga, terutama terkait denganketentuan mengenai siapa yang berhakdan siapa yang tidak berhak sertaketentuan mengenai bagian masing-masing yang memicu perselisihan, hingga
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akhirnya dapat berujung pada keretakanikatan kekeluargaan. ((Zainal AbidinAbubakar, 1993)Salah satu contoh permasalahan yangterjadi dimasyarakat diambil studi dariPutusan Mahkamah Agung Nomor 671K/Ag/2015. Hasil putusan dari PengadilanMahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015yang menghilangkan hak waris PihakPenggugat, dimana para Penggugatmerupakan anak dari perkawinanpertama, ketiga dan kelima denganpewaris. Para Penggugat tidakmendapatkan hak waris karena tidakdapat menjelaskan kapan perkawinanpewaris dengan istri-istrinya. Sebabmenurut Penggugat pada masa dulu sangatjarang perkawinan terdaftar di KantorUrusan Agama sehingga tidak didapatibuku nikah. Dan yang hanya mendapatkanwarisan adalah pihak Tergugat istri keempat beserta dengan anak-anaknya.Berdasarkan uraian diatas makapenelitian ini penting untuk dilakukanmengingat bahwa masih banyaknyapoligami yang dilakukan secara sirih dimasyarakat, sehingga denganmenyampaikan bahwa banyaknyakonsekuensi yang terjadi apabilaperkawinan dilakukan secara sirri baik itupoligami maupun tidak poligami,masyarakat dapat mempertimbangkankembali ketika hendak melakukan

perkawinan secara sirri. Dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan poligamiyang dicatatkan, mengetahui upaya hukumyang dapat dilakukan untuk memperolehperlindungan hukum. Maka tujuanpermasalahan yang akan diangkat dalampenelitian ini adalah perlindungan hukumterhadap anak dari perkawinan poligamiyang tidak dicatatkan dan kedudukan hakwaris anak dalam perkawinan poligamiyang tidak dicatatkan menurut ketentuanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan KompilasiHukum Islam (KHI), dan pertimbanganhukum Hakim dalam putusan MahkamahAgung Nomor 671 K/Ag/2015 terkaitdengan pemenuhan asas keadilan dalamhukum kewarisan Islam.
METODE PENELITIANBerdasarkan perumusan masalahdalam menyusun penelitian ini, jenispenelitian yang digunakan adalah jenispenelitian yuridis normatif denganmenggunakan jenis pendekatanperundang-undangan (statute approach).Ditunjang dengan data sekunder yangdidukung dengan pedoman wawancara.Penelitian normatif yaitu penelitianmenelaah bahan hukum baik primer,sekunder, maupun tersier untukmenjawab permasalahan penelitian.Penelitian ini mengandalkan penggunaan
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data sekunder dan dukungan data primersebagai pendukung argumentasi-argumentasi hukum hasil analisis datasekunder. Data sekunder adalah data yangdiperoleh dari hasil penelaahankepustakaan atau penelaahan terhadapberbagai literatur atau bahan pustaka yangberkaitan dengan masalah atau materipenelitian. (Mukti Fajar dan Yulianto

Achmad, 2015). Data primer adalah datayang diperoleh dari hasil penelitian, yaitudata yang diperoleh dari hasil penelitianlapangan dengan cara mengadakanwawancara dengan Hakim PengadilanAgama.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak

DicatatkanKompilasi Hukum Islam (KHI)ketentuan beristri lebih dari satu orangtertera dalam Bab IX mulai Pasal 55sampai Pasal 59. Apabila suami hendakmelakukan poligami harus bersifat adilapabila tidak mampu maka hal inidiharamkan dan jumlah istri yangdiperbolehkan untuk dinikahi maksimalempat orang saja, dengan catatan apabilayang sanggup dipenuhi oleh sang suamihanya tiga orang istri maka haram baginyamenikah dengan empat istri. Jika ia hanyasanggup memenuhi hak dua orang istri

maka haram baginya menikahi dua tigaorang istri. Begitu juga apabila khawatirberbuat zalim dengan menikahi dua orangistri, maka haram baginya untukmelakukan poligami.Proses perkawinan poligami yangtidak memenuhi syarat-syarat yang telahditentukan dapat disebut sebagaiperkawinan sirri. Hanya melakukan rukundan syarat perkawinan saja tetapi sunahperkawinan belum dilakukan, yang salahsatu diantaranya adalah pengumumanperkawinan (walimah), maka perkawinanini dimaknai dengan keadaansunyi/rahasia (sirri). Perkawinan sirri adayang dicatat dan ada yang tidak dicatat,kawin rahasia itu adalah perkawinan yanghanya dihadiri oleh yang berkepentingansaja, tanpa dihadiri para saksi, tanpapengumuman, ada sirri yang tercatat adajuga tidak tercatat dalam akte perkawinan.(Netti, 2011)Kemudian permasalahan yangmuncul akibat nikah sirri adalah maraknyapraktik poligami yang dilakukan dengannikah sirri untuk menghindari perizinan dipengadilan agama, kelalaian dalammemberikan nafkah, penyangkalan statusanak dari hasil perkawinan yang dilakukansecara sirri, serta pembagian hartabersama yang absurd saat terjadiperceraian. Dalam hal ekonomiperempuan akan dirugikan terutama
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dalam hak mendapatkan nafkah dan warisuntuk anaknya karena secara tertibadministratif untuk mendapatkan nafkahdan waris harus ada bukti tertulis.Terkait dengan hukum kewarisan,dengan adanya status perkawinan yangtidak mempunyai kekuatan hukum akanberakibat tidak adanya hubungan salingmewaris antara anak yang dilahirkan dariperkawinan sirri dengan ayahkandungnya. Dengan diaturnya hak anakdalam Undang-undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak yangmempunyai prinsip non diskriminasi,tidak dibedakan antara anak yangdilahirkan dari orang tua yangperkawinannya dicatatkan atau tidakdicatatkan karena dengan pembedaantersebut hak-hak anak tidak diperoleh,terutama hak untuk mendapatkanidentitas sebagai anak sah dariperkawinan orang tuanya. Hukum harusmemberi perlindungan dan kepastianhukum yang adil terhadap status seoranganak yang dilahirkan dan hak-hak yangada padanya, termasuk terhadap anakyang dilahirkan meskipun keabsahanperkawinannya masih dalam sengketa.Untuk mendapatkan perlindunganhukum terhadap anak yang lahir dariperkawinan tidak tercatat melaluipermohonan itsbat nikah. Tata carapengajuan atau prosedur pengajuan

permohonan itsbat nikah dan permohonanpenetapan asal-usul anak pada dasarnyasama dengan perkara-perkara lainnya,yaitu pihak yang berkepentingan sebagaisubjek hukum mengajukan permohonanke Pengadilan Agama dalam wilayahhukumnya. Tentunya permohonantersebut harus memenuhi ketentuansyarat formil permohonan, yaitu adanyaidentitas, posita dan petitum. Setelah itu,Pengadilan akan mengeluarkan penetapansetelah diadakan pemeriksaan yang telitiberdasarkan bukti-bukti yang memenuhisyarat. (Syafitri Yanti, 2011)Selain itsbat nikah bentukperlindungan hukum terhadap hak warisanak yakni bahwa anak yang lahir didalam perkawinan sirri adalah anak yangsah karena ada pengakuan dari ayahnyadan harus disertai putusan pengadilan.Pengakuan dari seorang ayah biologissekarang dapat dibuktikan secarateknologi melalui tes DNA, sehinggakeakuratan dalam melakukan pengakuananak di luar nikah yang diakui tidak dapatlari dari tanggung jawab. Pengakuan yanglebih jelas ini mengakibatkan secarayuridis anak mendapatkan hubungankeperdataannya dengan ayah biologisdalam sangkut pautnya mendapatkanhubungan keperdataan. Hubungankeperdataan dalam hal kewarisan memangtidak dibahas dalam Putusan MK No.
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46/PUU-VIII/2010, namun Putusan MK inimendapatkan kejelasan sangkut pautnyadalam hal hubungan keperdataan sehinggaanak di luar nikah yang diakui dapatmendapatkan hak nya dalam pembagianwarisan. (Syafitri Yanti, 2011)

Kedudukan Hak Waris Anak Dalam

Perkawinan Poligami Yang Tidak

DicacatkanHarta milik seseorang baru dikatakanberpindah apabila pewaris telah wafat danada dalil warisnya. Ahli waris memperolehsaham secara pasti sesuai ketentuan Al-Qur’an, apabila mereka telah memenuhisegala syarat pewarisan. Ada syarat yangmelekat pada pewaris, ahli waris, danbahkan ada syarat pada harta yang akan diwariskan. (Ali Parman, 1995)Batasan tersebut menegaskan jugabahwa menurut hukum Islam, yangtergolong ahli waris hanyalah keluarga,yaitu yang berhubungan dengan pewarisdengan jalan perkawinan (suami atauistri) atau dengan adanya hubungan darah(anak, cucu, orang tua, saudara, kakek,nenek, dan sebagainya).Menurut Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yangmenjelaskan tentang anak sah dalam Pasal42 Undang-Undang Perkawinan yangmenyatakan bahwa :

“anak yang sah adalah anak yangdilahirkan dalam atau sebagai akibatperkawinan yang sah”.Tidak sahnya perkawinan poligamibawah tangan menurut hukum negaramemiliki dampak negatif bagi status anakyang dilahirkan di mata hukum, yaknistatus anak yang dilahirkan dianggapsebagai anak tidak sah. Konsekuensinya,anak hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, sianak tidak mempunyai hubungan hukumterhadap ayahnya hal ini dijelaskan dalamPasal 43 UUP.Akibat lebih jauh dari perkawinanyang tidak tercatat adalah, baik isterimaupun anak-anak yang dilahirkan dariperkawinan tersebut tidak berhakmenuntut nafkah ataupun warisan dariayahnya. Terhadap Istri, perkawinanbawah tangan berdampak sangatmerugikan bagi istri dan perempuanumumnya, baik secara hukum maupunsosial. Pertama, tidak dianggap sebagaiistri sah; kedua, tidak berhak atas nafkahdan warisan dari suami jika ia meninggaldunia; ketiga, tidak berhak atas hartagono-gini jika terjadi perpisahan, karenasecara hukum perkawinan poligami bawahtangan dianggap tidak pernah terjadi;keempat, perempuan yang melakukanpoligami bawah tangan akan sulitbersosialisasi karena perempuan yang
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melakukan perkawinan bawah tangansering dianggap telah tinggal serumahdengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan.Adapun implikasi atau akibat hukumyang timbulkan dari perkawinan di bawahtangan, antara lain adalah:Suami istri tersebut tidakmempunyai akta nikah sebagai buktimereka telah menikah secara sah menuruthukumAnak-anak tidak dapat memperolehakta kelahiran dari ayah yang berwenangkarena untuk mendapatkan akta kelahiranitu diperlukan akta nikah dari orangtuanyaAnak-anak tidak dapat mewarisiharta orang tuanya karena tidak ada buktiautentik yang menyatakan mereka sebagaiahli waris orang tuanyaTidak memperoleh hak-hak lainnyadalam pelaksanaan administrasi negarayang mesti harus dipenuhi sebagai buktidiri. (H. Endang Ali Ma’sum,2013).

Analisis Pertimbangan Hukum

Terhadap Putusan Mahkamah Agung

No. 671 K/Ag/2015 Terkait Pemenuhan

Asas Keadilan Dalam Hukum

Kewarisan IslamSengketa yang terjadi merupakanmengenai pembagian harta warisandimana pewaris berinisial “H” yangmeninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2012,

semasa hidupnya telah melakukanperkawinan sebanyak 7 (tujuh) kali. Dalamperkawinan pertamanya dikaruniai 3(tiga) orang anak, lalu perkawinankeduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak,perkawinan ketiga dikaruniai 1 (satu)orang anak, perkawinan keempatdikaruniai 6 (enam) orang anak, danperkawinan kelima, keenam danketujuhnya dikaruniai masing-masing 1(satu) orang anak.Berdasarkan uraian diatas makadapat diketahui para penggugat berjumlah4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) anak darihasil perkawinan pertama berinisial “SW”,“S” dan “M” dan 1 (satu) anak dari hasilperkawinan kelima yaitu “VN”. KemduianPara Tergugat berjumlah 3 (tiga) orangyaitu istri keempat pewaris “HH” dan anakhasil dari perkawinan keempat antarapewaris dengan “HH” yaitu “V” dan “NV”.Para Penggugat merasa dirugikanterhadap tindakan para Tergugat, yangmenguasai harta warisan secarakeseluruhan dengan cara menggadaikandan bahkan menjual sebagian hartawarisan dari pewaris. Dengan demikian,pihak Penggugat menyatakan bahwa paraTergugat telah melakukan tindakan yangbertentangan dengan hukum kewarisanIslam, sebab para Tergugat menghilangkanhak waris para pihak Tergugat dan yanglain-lainnya, yaitu merupakan anak-anak
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dari perkawinan almarhum “H” denganistri-istri yang telah dinikahi pewarissemasa hidupnya. Untuk medapatkankembali haknya sebagai ahli waris makapara Penggugat mengajukan suratgugatan.Setelah proses acara dijalani denganmenghasilkan Putusan MahkamahSyar’iyah Nomor 0052/Pdt.G/2013/MS.KCyang memenangkan para Penggugatdengan menguatkan putusan verstek.Berdasarkan Tergugat merasa keberatandengan putusan tersebut dan mengajukanbanding, ke Pengadilan MahkamahSyar’iyah Aceh yang kemudianmembuahkan hasil yaitu Putusan denganNomor 106/Pdt.G/2014/MS-Aceh yangmembatalkan Putusan MahkamahSyar’iyah Nomor0052/Pdt.G/2013/MS.KC, danmenyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Oleh karena keluarnya putusantersebut, Pihak Penggugat merasa adanyaketidakadilan dan ketidakpastian hukum,serta ketidakmanfaatan dari putusanbanding tersebut.Penggugat mengajukan Kasasidengan Nomor 671 K/Ag/2015 keKepaniteraan Mahkamah Agung dan tidakmembuahkan hasil. Dalam mengadiliperkara tersebut, dalam peradilan tingkatkasasi dilakukan denganpermusyawaratan Majelis Hakim lahirlah

putusan Mahkamah Agung Nomor 671K/Ag/2015 pada tanggal 27 oktober 2015dengan pertimbangan hakim dan amarputusan yaitu sebagai berikut :Bahwa gugatan para Penggugatdinilai cacat formil karena tidakmenjelaskan kapan pernikahan pewarisdengan istri-istrinya (istri pertama sampaiistri ke tujuh). Demikian juga kapan hartabersama dengan istri ke empat tersebutdiperoleh, apakah pada saat itu pewarismasih terikat dengan istri lainnya atauhanya istri ke empat saja dan sebagai satu-satunya pewaris. Hal tersebut sangatpenting dijelaskan karena harta bersamayang diperoleh dalam perkawinanpoligami akan berbeda pembagiannyadengan harta bersama yang di perolehdalam perkawinan monogami.Berdasarkan putusan yangdijatuhkan Majelis Hakim MahkamahAgung No. 671 K/Ag/2015, maka terkaitdengan sesuai tidaknya penerapan asaskeadilan yang dijatuhkan hakim, makadapat melihat dan mengacu pada PutusanMahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebutmenguraikan bahwa apabila anak yangterlahir dari perkawinan yang tidakdicatatkan, anak tersebut dapatmembuktikan dengan dengan ilmupengetahuan bahwa anak tersebutmemiliki hubungan darah dengan ayahnya
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dan apabila terbukti merupakan anakpewaris (anak ayahnya), maka anaktersebut berhak atas bagian waris yangsama dengan ahli waris lainnya.Seharusnya Majelis Hakim dalammemutus perkara tersebut dapat melihatdan beracuan pada Putusan MahkamahKonstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sebabkepastian hukum tidak hanya berwujudpasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, melainkan juga dapat terwujudsebagai akibat karena konsistensi dalamputusan hakim yaitu antara putusan hakimyang satu dengan lainnya untuk kasusyang hampir serupa, seperti yang telahdiputus sebelumnya. Kepastian hukumdapat dicapai apabila substansi hukumnyasesuai dengan kebutuhan masyarakat.Keputusan yang dijatuhkan oleh hakimkasasi dalam putusan MA No.671K/Ag/2015 tersebut terlihat lebihcondong untuk menerapkan asaskepastian hukum yang telah tercantumdalam Pasal-Pasal Undang-UndangPerkawinan serta Kompilasi Hukum Islam,sehingga hak dari seorang anak yang tidakdicatatkan pernikahan orang tuanyamenjadi terabaikan ketika hakim memutusperkara a quo dengan dasar asas kepastianhukum yang berwujud dari pasal-pasalsaja. Jika saja hakim dapatmempertimbangkan dari sisi kepastianhukum yang terwujud sebagai akibat

karena konsistensi dalam putusan hakimyaitu antara putusan hakim yang satudengan lainnya untuk kasus yang serupa,seperti putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010dan sisi keadilan yang diperoleh masing-masing pihak, sehingga putusan yangdibuat oleh hakim dapat menjadi puncakakhir bagi para pihak untuk dapatmenikmati hak-haknya atas hasil darikeputusan yang dibuat oleh hakim.
SIMPULANBerdasarkan uraian di atas, makapenulis dapat ditarik simpulan bahwaPerlindungan hukum terhadap anak dariperkawinan poligami yang tidakdicatatkan dapat diperoleh dengan 2 (dua)macam cara, yaitu pertama melaluipermohonan itsbat nikah berdasarkanPasal 7 ayat (2) KHI dan yang keduapengakuan dari seorang ayah biologisyang dibuktikan secara teknologi melaluites DNA. Kedua macam cara tersebutdapat dijadikan alas hukum bagi anak yanglahir dari perkawinan poligami yang tidakdicatatkan sehingga hak dan kewajibannyadapat terpenuhi. Jika perkawinanorangtuanya telah sah dengan pengesahannikah, secara otomatis anak yang lahirmenjadi anak yang sah. Kedudukan hakwaris anak dari perkawinan poligami yangtidak dicatatkan, adalah sama dengankedudukan hak waris anak dari
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perkawinan yang sah dan tidak dapatdigolongkan sebagai anak luar kawinsebab perkawinan yang dilakukan telahmemenuhi syarat sahnya suatuperkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat(1) UUP dan Pasal 100 KHI. Anak tersebutmemiliki hak sebagai ahli waris meskipunperkawinan tersebut tidak dicatatkan,akan tetapi dengan cara melakukan itsbatnikah atau pembuktian secara teknologi.Sebab untuk memperoleh waris harusdengan data otentik, oleh sebab itumengapa perkawinan diwajibkan untukdicatatkan. Kemudian pertimbanganhukum hakim dalam putusan MahkamahAgung Nomor 671 K/Ag/2015 dari segiformil sudah tepat, sebagaimana gugatanpara penggugat dinilai cacat formil karenatidak adanya buku nikah atau data-dataotentik yang dapat membuktikan kapanpernikahan pewaris dengan istri-istrinya(istri pertama sampai istri ke tujuh). ParaPenggugat merupakan  subjek hukum yangseharusnya mendapatkan haknya sebagaiahli waris, jika mereka dapat memberikanbukti-bukti formil yang lengkap selamamasa persidangan.
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